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PUTUSAN 

Nomor  <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili 

perkara “Harta Bersama” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan 

sebagai berikut antara: 

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, 

Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 25 Mei 2022 telah memberikan kuasa kepada 

Denny Zainuddin, S.H, M.H., Advokat dan Penasihat Hukum 

dari Kantor Hukum “DENNY & PATNERS”, beralamat di 

Jalan Pangeran Antasari No. 4 Cipete Utara, Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang 

sebagai Pembanding; 

melawan 

Terbanding, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan 

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa 

Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 05 November 2021 telah memberikan kuasa 

kepada Putra Kurniadi, S.H., CCL., Suci Kusumawardhani, 

S.H., Akbar Saputra, S.H. dan Muhamad Adi Cahyanigtyas, 

S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada 

kantor kuasa hukum Lembaga Bantuan Hukum Bangun 

Kecerdasan Bangsa (LBH-BKB), beralamat di Jalan Raya 

Tengah No. 22, RT. 8 RW. 8, Gedong, Kec. Ps. Rebo, Kota 

Jakarta Timur, DKI Jakarta - 13760, semula sebagai 

Penggugat sekarang sebagai Terbanding; 

SALINAN 
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Notaris Pria Takariutama, S.H., M.kn, beralamat di Kantor Notaris Pria 

Takariutama, S.H. M.kn, Jl. Tole Iskandar No. 9 B, Kelurahan 

Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, semula 

sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan 

berhubungan dengan perkara banding ini; 

DUDUK PERKARA 

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan 

Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 

Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1443 Hijriyyah 

dengan mengutip amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya; 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menyatakan surat kuasa Tanggal 12 Agustus 2020 tidak sah; 

3. Menetapkan harta-harta berupa: 

1. Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya (berupa rumah kontrakan 

sebanyak 18 pintu) seluas 1015 M2 (seribu lima belas meter persegi) 

dengan No Sertifikat Hak Milik xxx atas Nama Tergugat, Surat Ukur 

Nomor: 505/Sawangan Baru/2009, tertanggal 14-07-2009 (SHM & 

Objek dalam Penguasaan Tergugat) yang terletak di Kota Depok; 

2. Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya (berbentuk Ruko 1 pintu/ 

tingkat setengah) seluas 111 M2 (seratus sebelas meter persegi) 

dengan No Sertifikat Hak Milik xxx atas Nama Tergugat dengan Surat 

Ukur Nomor: 72/Cilebut Barat/2010, tertanggal 06-05-2010 (SHM & 

Objek dalam Penguasaan Tergugat) yang terletak di Kabupaten 

Bogor; 
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Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 

yang harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dengan Tergugat 

mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut; 

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama 

sebagaimana pada poin 3 tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi 

secara sukarela/natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara 

lelang melalui kantor lelang Negara; 

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 

Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa 

Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya turut Tergugat; 

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut 

Tergugat pada tanggal 23 Mei 2022; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut 

Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 

2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No 

Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan permohonan banding tersebut telah 

diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Juni 2022 dan 

kepada Turut Terbanding pada tanggal 07 Juni 2022; 

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 

Juni 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding 

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 10 Juni 2022 yang pada 

pokoknya menyatakan: 

Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan 

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dan mohon kiranya Yth. 

Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan dan mengadili sendiri 

terhadap segala sesuatu yang belum sempurna untuk dipertimbangkan 

berkenan memberikan Putusan sebagai berikut : 
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- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat 

seluruhnya; 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/ 

2021/PA.Dpk Tanggal 17 Mei 2022 M atau bertepatan dengan Tanggal 15 

Syawal 1443 H;  

MENGADILI SENDIRI : 

Dalam Eksepsi: 

1. Memutuskan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding 

seluruhnya ; 

2. Memutuskan dan menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat 

di terima (niet ontvankelijke verklaard) ; 

Dalam Pokok Perkara : 

1. Memutuskan gugatan Penggugat/Terbanding di tolak untuk seluruhnya ; 

2. Memutuskan bahwa Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 02 Tanggal 12 

Agustus 2020 yang dibuat dihadapan dan atau didepan Pria Takari 

Utama, S.H. Notaris di Depok adalah sah secara yuridis dan mempunyai 

kekuatan mengikat ; 

3. Memutuskan bahwa Akta Hibah Nomor xxx/2020 Tanggal 17 September 

2020 yang dibuat dihadapan Hutrizal, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor, adalah 

sah secara yuridis dan mempunyai kekuatan mengikat ; 

4. Memutus bahwa Hibah dengan akta Sebidang Tanah dan Bangunan 

diatasnya berupa rumah kontrakan sebanyak 18 Pintu) seluas 1015 M2 

(seribu lima belas meter persegi) dengan No. Sertifikat Hak Milik xxx atas 

nama Tergugat, Surat Ukur Nomor: 505/Sawangan Baru/2009 tertanggal 

14-07-2009 (SHM & Objek dalam Pengawasan Tergugat) yang terletak di 

Kota Depok, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 

5. Memutuskan Bahwa Hibah Sebidang tanah dan bangunan seluas 111 M2 

(seratus sebelas meter persegi) dengan No Sertifikat Milik xxx atas nama 

Tergugat dengan Surat Ukur Nomor : 72/Cilebut Barat/2010, tertanggal 
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30-03-2010 (SHM & Objek dalam Penguasaan Tergugat) yang terletak di 

Kabupaten Bogor, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum; 

6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;  

Dan/Atau 

”Apabila Yth. Majelis Hakim Banding Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara 

Ini Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ” (azas ex aequo 

Et Bono)” 

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding tanggal 24 Juni 2022 dan kepada Turut Terbanding tanggal 14 

Juni 2022; 

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan 

Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2022 sebagaimana diuraikan 

dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/ 

PA.Dpk tanggal 12 Juli 2022 yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis 

Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berkenan memeriksa, 

mengadili dan memutus dengan Putusan sebagai berikut: 

1) Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat; 

2) Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No 

Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.DPK tertanggal 24 Mei 2022; 

Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat mengadili sendiri dengan 

amar Putusan sebagai berikut:  

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal demi hukum surat kuasa hibah yang di buat di 

hadapan Notaris Pria Takariutama, S.H, Mkn pada bulan September 

3. Menolak Jawaban Tergugat untuk selain dan selebihnya; 

4. Menetapkan sebagai hukum harta kekayaan bersama berupa:  

4.1 Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya (berupa rumah 

kontrakan sebanyak 18 pintu) seluas 1015 M2 (seribu lima belas 

meter persegi) dengan No Sertifikat Hak Milik xxx atas Nama 



 

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

Tergugat, Surat Ukur Nomor: 505/Sawangan Baru/2009, 

tertanggal 14 – 07 – 2009 (SHM &Objek dalam Penguasaan 

Tergugat) yang terletak di ALAMAT; 

4.2 Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya (berbentuk Ruko 1 

pintu/ tingkat setengah) seluas 111 M2 (seratus sebelas meter 

persegi) dengan No Sertifikat Hak Milik xxx atas Tergugat dengan 

Surat Ukur Nomor: 72/Cilebut Barat/2010, tertanggal 06 – 05 – 

2010 (SHM & Objek dalam Penguasaan Tergugat) yang terletak di 

ALAMAT; 

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat. 

5. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas 

bagiannya dari Harta Bersama tersebut sesuai dengan ketentuan 

hukum.  

6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak 

yang menjadi bagian Penggugat dari pembagian harta bersama 

tersebut seketika dan sekaligus saat putusan ini dibacakan secara 

sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara Natura maka harus dijual 

lelang terlebih dahulu dengan bantuan kantor Lelang Negara dengan 

biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat; 

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital/Sita Jaminan (Conservatoir 

Beslag) terhadap objek tersebut diatas; 

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun 

ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan Peninjauan Kembali 

(uit voorbaar bijvooraad); 

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas 

keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini  sebesar 

Rp.3.770.000,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada 

Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang 

tetap; 

10. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

Atau  
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apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono); 

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding 

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 

<No Pkr>/Pdt.G/2021/ PA.Dpk  tanggal 01 Juli  2022; 

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahu untuk melakukan 

pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 16 Juni 2022, akan tetapi  

Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) 

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/ 

2021/PA.Dpk tanggal 01 Juli  2022; 

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara 

banding (inzage) pada tanggal 10 Juni 2022, akan tetapi Terbanding tidak 

melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak 

Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok 

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 Juli 2022; 

Bahwa  Turut Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas 

perkara banding (inzage) pada tanggal 07 Juni 2022, akan tetapi Turut 

Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat 

Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan 

Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 01 Juli 2022; 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus  2022 dengan 

Register Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan 

kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/2377/ 

HK.05/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan 

kepada Pembanding, Terbanding  dan Turut Terbading; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding  telah diajukan 

Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan 
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dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa 

dan Madura,  maka permohonan banding Pembanding a quo secara formil 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Terggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan 

Pasal 61 Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 

Pembanding mempunyai legal standing  untuk mengajukan permohonan 

banding; 

Menimbang, bahwa  Pembanding dan Terbanding pada Tingkat 

Pertama dan Banding telah menguasakan kepada kuasa hukumnya 

sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya telah 

sesuai dengan ketentuan  Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 Tentang Advokat  dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik 

Indonesia  Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea  Meterai, 

sehingga dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili kliennya dalam 

perkara ini;   

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis 

Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara 

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat 

Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh 

upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 

tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak untuk penunjukan 

mediator diserahkan kepada  Majelis Hakim, kemudian Majelis  Hakim 

menunjuk Mediator H. Asril Nasution, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan 

mediator upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini 

secara litigasi dapat dilanjutkan; 
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Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan 

meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri 

dari surat gugatan Penggugat,  jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Berita 

Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan 

dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok 

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 Mei  2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1443 Hijriah, memori banding dan 

Kontra memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa 

apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena 

sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta 

hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik 

Undang-Undang maupun peraturan lainnya,  oleh karenanya pertimbangan 

tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi 

pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding 

memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di 

bawah ini; 

Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan 

pertimbangan yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat dan Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis 

Hakim Tingkat Pertama tersebut  sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil 

alih sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karenanya Dalam Eksepsi patut 

untuk dipertahankan dan dikuatkan; 

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat pada 

dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa setelah Penggugat menikah dengan 

Tergugat pada tanggal 11 April 1993 secara sah yang tercatat di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok sebagaimana tercatat 

dalam Kutipan Buku Nikah Nomor 21/21/IV/1994 dan kemudian bercerai 

pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Depok 
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Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dengan Akta Cerai Nomor 

xxx/AC/2020/PA.Dpk. dan dari perkawinan tersebut  telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak masing-masing bernama 1. Anak pertama Pembanding dan 

Terbanding, lahir di Depok pada tanggal 11 Maret 1994 dan 2. Anak kedua 

Pembanding dan Terbanding, lahir di Pekanbaru 25 April 1999. Bahwa dari 

perkawinan tersebut telah memperoleh harta bersama berupa: 

1. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya  (berupa rumah kontrakan  

sebanyak 18 pintu) seluas 1015 M2 (seribu lima belas meter persegi) 

dengan Nomor Sertifikat Hak Milik xxx atas nama Tergugat/Pembanding, 

Surat Ukur Nomor 505/Sawangan Baru/2009, tertanggal 14-7-2009(SHM 

& Objek dalam penguasaan Tergugat) yang terletak di Kota Depok; 

2. Sebidang tanah dan bangunan diatasnya (berbentuk Ruko 1 pintu/tingkat 

setengah0 seluas 11 M2 (seratus sebelas meter persegi) dengan No. 

Sertifikat Hak Milik xxx atas nama Tergugat/Pembanding dengan Surat 

Ukur Nomor  72/Cilebut Barat/2010, tertanggal 06-05-2010 (SHM & Objek 

Dalam Penguasaan Tergugat) yang terletak di Kabupaten Bogor. 

Sedangkan tanah dan bangunan tersebut di atas telah dihibahkan kepada 

kedua anaknya pada sekitar bulan September 2020 dimana Tergugat 

mengajak dan memaksa Penggugat  untuk menandatangani sebuah surat 

yang sekilas seperti surat kuasa hibah yang dibuat dihadapan  Notaris Pria 

Takariutama, S.H., Mkn. di kota Depok dimana pada saat itu Penggugat 

dalam keadaan sakit stroke dan kesulitan berjalan.  

 Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, Tergugat dalam jawaban 

secara tertulis mengakui atas dalil gugatan Penggugat dan menolak 

sebagiannya lagi, sedangkan Penggugat dalam replik menyatakan tetap 

pada dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya 

menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tentang Harta 

Bersama yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar pada saat Penggugat 

dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan telah mempunyai Harta 

Bersama tersebut, namun setelah terjadinya perceraian Harta Bersama 
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tersebut telah dihibahkan kepada  anak-anaknya. Sedangkan dalam Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) dinyatakan bahwa 

“Mengenai harta Bersama, suami isteri dapat bertrindak atas persetujuan  

kedua belah pihak”. Akan tetapi oleh karena surat kuasa dan akta hibah yang 

dibuat pada tanggal 12 Agustus 2020 dan 17 September 2020 yang telah    

ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan menurut 

pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dipaksa untuk  menandatangani 

kuasa tersebut, padahal Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit 

stroke, sehingga surat kuasa yang telah ditandatangani Penggugat tersebut  

dinyatakan tidak sah, karena adanya unsur paksaan dari Tergugat, hal ini 

sesuai dengan bunyi Pasal 1321 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 

“Bahwa tiada suatu persetujuan  pun mempunyai kekuatan jika diberikan 

karena kekhilafan atau diperoleh  dengan paksaan atau penipuan”;   

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 212 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, maka hibah yang dilakukan oleh 

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang kedudukannya  

sebagai orang tua yang telah menghibahkan Harta Bersama yang belum 

pernah dibagikan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding 

dan Harta Bersama tersebut telah dihibahkan  kepada kedua anaknya dapat 

ditarik kembali,  hal mana sesuai: 

1. Hadits Nabi Muhammad saw yang berbunyi: 

وصححه   أحمد  )رواه  ولده  يعطي  فيما  الوالد  ألا  فيها  يرجع  ثم  العطية  يعطي  أن  مسلم  لرجل  يحل  لا 

 ألترمذي(

Artinya:”Tidak halal bagi seorang Muslim menarik kembali suatu 

pemberian kepada siapapun, kecuali orang tua menarik kembali 

pemberian kepada anaknya”. 

2. Pendapat Imam Asy-syafii dalam kitab Syarah Fathul Qodir  hal. 276 

yang berbunyi: 

افعى رحمه الله : للاب الرجوع وللاب أن يرجع فيما وهبه لابنه وكذلك للام وهو قول اكثر العلماء وعند الش

 مطلقا 
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Artinya ”Bagi seorang ayah boleh menarik kembali  apa yang telah 

dihibahkan kepada anak demikian juga ibu kepada anaknya, hal tersebut 

pendapat kebanyakan ulama ahli fiqih, sedangkan menurut pendapat 

Imam Syafii boleh secera mutlak bapak menarik kembali hibahnya 

terhadap anak 

Menimbang,  bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut   

di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan 

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ 

Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di 

dalam amar putusannya adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya 

diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan 

sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh 

karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tersebut  sepenuhnya dapat  

dikuatkan; 

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Intervensi yang diajukan oleh 

Penggugat Intervensi I (xxx) dan Penggugat Intervensi II (xxx) tertanggal 30 

Agustus 2022 yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Dody 

Haryanto, S.H., Dedi Yusuf, S.H., dan Danis Mashardika Putra, S.H., Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Intervensi tersebut 

tidak diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak dapat diajukan 

pada Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan Pasal 132 a ayat (2) HIR, 

oleh karenanya Intervensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding  Pembanding 

dalam  perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi  Mahkamah Agung RI 

tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan 

kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta 

mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang 

diajukan  oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding  

menurut kenyataan sudah dapat  menyetujui sebahagian alasan-alasan yang 

dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka 

dengan sendirinya  Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih  

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;  
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Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat 

Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat 

Banding  dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih  menjadi 

pertimbangan sendiri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/ 

Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan 

tanggal 15 Syawwal  1443 Hijriah  sepatutnya dapat dikuatkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; 

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

I. Menerima  permohonan banding Pembanding; 

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No 

Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 17 Mei 2022 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 15 Syawwal 1443 Hijriah; 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat  banding  sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, 16 Agustus  2022 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram  1444 Hijriyah, oleh kami            

Drs. H. Ma’mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan 

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota 

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan 

Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 02 Agustus 2022, 

putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 8 September 2022 Masehi, 
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bertepatan dengan tanggal 11 Shafar  1444 Hijriyah, dalam sidang terbuka 

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim 

Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak 

dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding; 

Ketua Majelis 

ttd 

Drs. H. Ma’mur, M.H. 

Hakim Anggota                                       Hakim Anggota 

        ttd             ttd    

   Drs. H. Muhyiddin, M.H.                      Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. 

                                       Panitera Pengganti 

       ttd 

                                            Pipih, S.H.  

Biaya Perkara :                                                                   

1. Biaya Administrasi    Rp130.000,00 

2. Biaya Redaksi          Rp  10.000,00                     

3. Biaya Meterai           Rp  10.000,00 

    Jumlah                     Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 


